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ABSTRACT

This essay has a rescarch background such as the lack of transparency in the
planning and management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) at
Ulak Kerbau Lama Village in 2019. The purpose of this study was to determine the
implementation of transparency in the management of APBDes at Ulak Kerbau Lama
Village in 2019. The theory used in this research is Kristianten's theory of transparency, in
which he argues that transparency can be measured through several indicators, namely the
readiness and accessibility of documents, clarity and completeness of information, openness
of processes, and a regulatory framework that ensures transparency.

This study used qualitative research methods. The results of survey based on
perspective teori are: (1) Transparency that occurred at Ulak Kerbau Lama Village has
going well (2) Even the people enthusiasm is still lacking because they're busy to work, in
the planning and implementation of activities with regard to APBDes, the people
participation is still lacking. The village head has provided a detailed archive of the Village
Revenue and Expenditure Budget. The suggest are: (1) hold socialization to announce to the
people about village meeting, (2) Providing archival documents related to APBDes
management at the village office (3) Conducting socialization related to notification to the
people that village meetings will be held, (4) make an information system through social
media such as Facebook and creating a village government website.

Keywords: Transparency, Management, Village Revenue and Expenditure Budget
(APBDes)
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ABSTRAK

Skripsi ini memiliki latar belakang penelitian seperti kurang adanya transparansi
dalam perencanaan maupun pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
di Desa Ulak Kerbau Lama Tahun 2019. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui penerapan transparansi pengelolaan APBDes di Desa Ulak Kerbau Lama
Tahun 2019. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori transparansi
Kristianten, dimana ia mengemukakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa
indikator yaitu kesediaan dan aksesibiltas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi,
keterbukaan proses, kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil temuan dilapangan
dilihat dari perspektif teori antara lain: (1) Transparansi yang terjadi di Desa Ulak Kerbau
Lama sudah berjalan dengan baik (2) Partisipasi masyarakat sudah sangat baik, walaupun
antusias warga masih kurang dikarenakan mereka sibuk bekerja, (3) dalam proses
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan APBDes, partisipasi
masyarakat masih kurang. (4) kepala desa telah menyediakan arsip rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa. Saran yang diusulkan antara lain: (1) Mengadakan jadwal
sosialisasi terkait informasi penggunaan APBDes ke masyarakat, (2) Menyediakan
dokumen arsip terkait pengelolaan APBDes di kantor desa (3) Mengadakan sosialisasi
terkait pemberitahuan kepada masyarakat bahwa akan diselenggarakan musyawarah
desa,(4) Menyediakan sistem pemberian informasi melalui media sosial seperti facebook
serta membuat web pemerintah desa.

Kata Kunci: Transparansi, Pengelolaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki luas wilayah terbesar di
dunia. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 Indonesia memiliki
luas wilayah sebesar 1.913.578,68 Km2 dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau.
Dengan banyaknya pulau yang ada di Indonesia maka tentu saja hal tersebut menimbulkan
keberagaman budaya dan etnis sehingga harus dijaga. Pada era reformasi tahun 1998,
pemerintah mengeluarkan peraturan otonomi daerah yaitu Tap MPR Nomor
XV/MPR/1998 Tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan
Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan Serta Berimbang antara Keuangan
Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan
pemerataan pembangunan dimulai dari desa yaitu tingkat terkecil dari pelaksana
pemerintahan dan juga menjadi ujung tombak dari sebuah pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan tujuan tersebut maka pemerintah perlu untuk menciptakan sebuah sistem
yang saling berkaitan antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, ekonomi daerah
menjadi jawaban yang paling logis sebagai wadah untuk mewujudkan kemandirian
masyarakat desa. Dan juga melalui otonomi daerah yang luas, pemerintah daerah
diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 6
tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Pembangunan desa
bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan dasar, pembangunan sarana prasaran



desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan secara berkelanjutan”. Kondisi masyarakat desa sekarang ini perlu perubahan
yang mendasar agar segenap anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak
bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat kehidupannya
mengalami kesenjangan sosial seiring dengan gencarnya otonomi desa, Regulasi tentang
desa tidak hanya mengatur tentang pemerintah desa baik itu kepala desa, perangkat desa
ataupun BPD tetapi bagaimana implementasi dari tugas pokok dan fungsi untuk
pembangunan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan di desa tidak hanya di beri
pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi dan organisasinya tetapi perlu didukung dalam
segi dana untuk operasional kegiatan baik itu dari pemerintah desa melalui program Dana
Desa. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahtraan masyarakat desa dan
kualitas hidup manusia serta meningkatkan daya saing melalui pemahaman kebutuhan
dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal serta
pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dimana pembangunan
desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah N0.8 Tahun 2016. Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah
tersebut, antara lain, mengenai mekanisme pengalokasian dan penyaluran Dana Desa,
penggunaan dan pelaporan Dana Desa, monitoring dan evaluasi Dana Desa serta roadmap
Dana Desa. Selain Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016. Pengalokasian Dana Desa juga
diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sejak dikeluarkannya
Undang-Undang tersebut, Kewenangan pemerintah desa dalam mengatur rumah tangganya
menjadi leluasa, Termasuk juga kewenangan dalam mengatur pengelolaan keuangan desa.

Adapun pengelolaan keuangan desa disusun dalam suatu Anggaran dan Pendapatan



Belanja Desa atau biasa disingkat dengan sebutan APBDes. APBDes ialah Anggaran
berisikan rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan
pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Dalam sebuah negara yang demokrasi, pemerintah merupakan amanat dari rakyat,
uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukan rencana
pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut. Anggaran merupakan blue print
kebenaran negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pertanggungjawaban dari
pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi, tentang segala aktivitas dan
kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan
pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni,
2015). Dalam proses pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus menerapkan
prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 20
Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan
bahwa: “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa wajib untuk mengelola keuangan desa
secara transparan (terbuka), akuntabel dan partisipatif. Dimana transparan berarti terbuka
dan jujur kepada masyarakat, akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan baik secara
hukum, maupun terhadap seluruh lapisan masyarakat dan yang terakhir adalah partisipatif
bermakna melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusannya. Dan keuangan
desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan
pemerintahan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Rl Nomor 20
Tahun 2018. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.



Dengan banyaknya tahapan kegiatan tersebut tentu saja pemerintah desa harus
melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam membuat keputusan di setiap program
pembangunannya. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan setiap orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam
sebuah pembangunan yang ada di Desa Ulak Kerbau Lama, mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Maka dari itu, pemerintah desa harus bersikap
transparan terkait pengelolaan keuangan desa, karena dengan adanya keterbukaan
mengenai pengelolaan keuangan maka masyarakat akan mendapatkan informasi yang
aktual dan faktual, dan informasi tersebut akan dapat digunakan oleh masyarakat sebagai
bentuk pengawasan terhadap pemerintah yang berwenang akan tindakan korupsi.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, diperlukan proses
penganggaran yang baik. Dengan adanya APBDes, penyelenggaraan pemerintahan desa
dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan
anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara
seimbangan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta tata kelola
yang baik. Oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar
mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan
pembangunan yang ada di dalamnya. Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan
tentang rancangan beserta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di
tiap desa yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir pada tahun

2019.



Tabel 1. Rancangan Anggaran dan Realisasi APBDes di tiap desa dalam wilayah
Kecamatan Tanjung Raja Tahun 2019

No Nama Desa Anggaran Realisasi Lebih/kurang
1 | Belanti 1,566,347,000 1,530,311,000 36,036,000
2 | Ulak Kerbau Lama 1,547,521,000 1,511,740,000 35,781,000
3 | Seri Dalam 1,324,064,000 1,288,996,000 35,068,000
4 | Siring Alam 1,306,886,000 1,271,854,000 35,032,000
5 | Tanjung Harapan 1,290,270,000 1,255,448,000 34,822,000
6 | Talang Balai Lama 1,286,653,000 1,251,710,000 34,943,000
7 | Tanjung Raja Selatan 1,279,936,000 1,244,478,000 35,458,000
8 | Tanjung Temiang 1,276,130,500 1,241,099,500 35,031,000
9 | Talang Balai Baru | 1,254,113,000 1,219,426,000 34,687,000
10 | Skonjing 1,253,836,000 1,219,303,000 34,533,000
11 | Ulak Kerbau Baru 1,246,516,000 1,212,180,000 34,336,000
12 | Suka Pindah 1,219,211,000 1,185,336,000 33,875,000
13 | Talang Balai Baru 11 1,205,757,000 1,171,877,000 33,880,000
14 | Tanjung Agas 1,188,220,000 1,154,744,000 33,476,000
15 | Kerinjing 1,180,191,000 1,146,810,000 33,381,000

Sumber : Kantor Camat Tanjung Raja.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa desa yang memiliki jumlah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) paling tinggi yaitu Desa Belanti sebesar Rp
1,566,347,000 dan realisasinya sebesar Rp 1,530,311,000. Dan yang terbesar kedua yaitu
Desa Ulak Kerbau Lama dengan dana APBDes sebesar Rp.1,547,521,000 dan realisasinya
Rp. 1,511,740,000. Dapat dilihat bahwa selisih jumlah anggaran antara Desa Belanti dan
Ulak Kerbau Lama hanya sebesar Rp. 18,826,000. Sedangkan desa yang memiliki jumlah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling rendah yaitu Desa Kerinjing, dengan
anggaran sebesar Rp. 1,180,191,000 dengan realisasinya yaitu Rp. 1,146,810,000.

Adapun penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ulak
Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2019 yang mana

menjadi objek penelitian ini adalah sebagai berikut:



Tabel 2. Penggunaan APBDes Desa Ulak Kerbau Lama pada tahun 2019

No Bidang Kegiatan Jumlah (dalam Keterangan
Rupiah)
1 | Penyelenggaraan Pemerintah Desa 353,025,000 95%
2 | Pelaksanaan Pembangunan Desa 948,215,000 100%
3 | Pembinaan Kemasyarakatan Desa 64,750,000 100%
4 | Pemberdayaan Masyarakat Desa 134,932,000 85%
5 | Pembiayaan 10,818,000 100%
Total 1,511,740,000

Sumber: rekap desa penyaluran dan penggunaan APBDes Desa Ulak Kerbau Lama tahun 2019
Dilihat dari tabel 2 dapat dikatakan bahwa bidang kegiatan pembangunan desa
memiliki jumlah anggaran yang paling besar daripada bidang kegiatan lainnya dengan
penggunaan anggaran sebesar Rp.948,215,000-, dan telah digunakan 100% dari dana yang
diperoleh. Adapun pelaksanaan pembangunannya meliputi bidang pendidikan, kesehatan,
kawasan permukiman, dan perhubungan / komunikasi. Adapun bidang penyelenggaran
pemerintah desa menggunakan APBDes sebesar Rp. 353,025,000-, dan telah digunakan
95% dari dana yang diperoleh. Yang mana digunakan untuk belanja pegawai (aparatur
desa), Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa,
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, dan Tata Praja
Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. Selanjutnya yaitu kegiatan
pembinaan kemasyarakatan desa yang menggunakan anggaran sebesar Rp. 64,750,000-,
dan telah digunakan 100% dari dana yang diperoleh yang meliputi kegiatan Ketenteraman,
Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, Kebudayaan dan Keagamaan,
Kepemudaan dan Olah Raga, dan Kelembagaan Masyarakat. Dan yang terakhir yaitu
pemberdayaan masyarakat desa yang memliki anggaran sebesar Rp. 134,932,000-, adapun
kegiatan yang termasuk di dalam anggaran ini adalah Peningkatan Kapasitas Aparatur
Desa dan Perdagangan dan Perindustrian, dan telah digunakan 85% dari dana yang
diperoleh, dan yang terakhir yaitu pembiayaan, dengan anggaran sebesar Rp. 10,818,000-,

dan telah digunakan 100%.



Alasan peneliti memilih Desa Ulak Kerbau Lama karena masih rendahnya tingkat
partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) di Desa Ulak Kerbau Lama. Alasan lainnya yaitu Desa Ulak
Kerbau Lama merupakan desa yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) tertinggi kedua diantara desa lainnya dan juga jumlah penduduk di Desa Ulak
Kerbau lama cukup sedikit Jika dibandingkan dengan desa lain yang memiliki jumlah
anggaran APBDes yang lebih rendah. Adapun jumlah penduduk Desa Ulak Kerbau lama
yaitu 2.201 jiwa dengan luas wilayah + 5,00 Km* Dengan anggaran yang tingi dan juga
kepadatan penduduk yang cukup rendah maka perlu untuk dilakukan penelitian terkait
pengelolaan APBDes di Desa Ulak Kerbau lama. Kurangnya sosialisasi dan masih belum
maksimalnya informasi mengenai pengelolaan APBDes dari Pemerintah Desa membuat
masyarakat banyak yang belum mengetahui kegiatan pembangunan ataupun pemberdayaan
masyarakat apa saja yang dananya berasal dari APBDes. Dan juga mengingat masih
rendahnya pengetahuan aparat yang berwenang dalam mengelola APBDes, mereka belum
sepenuhnya mengerti bagaimana tata kelola keuangan desa yang baik dan benar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu diperlukan pelatihan khusus bagi aparatur
desa yang mengelola APBDes guna untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik
dan bersih dari korupsi. Dari berbagai permasalahan dan latar belakang yang dihadapi
pemerintah Desa Ulak Kerbau Lama tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) di Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten
Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka secara terperinci

masalah yang akan diteliti adalah mengenai seberapa tinggi tingkat transparansi



pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa?
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
penerapan transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) di
Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tingkat transparansi
pengelolaan APBDes Desa Ulak Kerbau Lama Tahun 2019. Dan juga mampu menjadi
bahan penelitian selanjutnya dengan objek yang lebih relevan
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pihak yang
mengelola APBDes Desa Ulak Kerbau lama untuk lebih transpsaran dalam mengelola
keuangan desa. Di dalam penelitian ini akan di paparkan mengenai tingkat transparansi

pengelolaan APBDes di Desa Ulak Kerbau lama.
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